SOAL PERMOHONAN PARTAI POLITIK

Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan rekapitulasi hasil Pemilu dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 234/Kpts/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 14.24 WIB.
Terhadap keputusan Termohon di atas, Partai Amanat Nasional (PAN) mempermasalahan penetapan hasil Pemilu sepanjang Dapil Sulawesi Utara 1 untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara karena KPU telah salah dalam melakukan penghitungan perolehan suara, sehingga PAN berpotensi tidak mendapatkan kursi di Dapil tersebut. Berikut perolehan suara menurut Termohon:
	NOMOR URUT
	NAMA PARTAI
	PEROLEHAN SUARA

	9
	PARTAI DEKAT 
	3.458

	10
	PARTAI UNGGUL
	1.648

	11
	PARTAI JAYA
	890

	12
	PARTAI AMANAT NASIONAL
	1.639



Bahwa menurut PAN telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Unggul di TPS 11 Kelurahan Istiqlal dan TPS 41 Kelurahan Calaca, Kecamatan Wenang, Kota Manado sebagai berikut:

	No.
	TPS
	Perolehan Suara
Menurut Termohon
	Selisih

	
	
	C-1
	DAA-1
	

	1.
	TPS 11 Kelurahan Istiqlal
	5
	8
	(+) 3

	2.
	TPS 41 Kelurahan Calaca
	3
	8
	(+) 5

	TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI UNGGUL
	(+) 8



	Selain penambahan suara untuk Partai Unggul, telah terjadi pengurangan suara PAN di TPS 1 Kelurahan Pandu, Kecamatan Bunaken, Kota Manado sebagai berikut:
	No.
	TPS
	Perolehan Suara
Menurut Termohon
	Selisih

	
	
	C-1
	DAA-1
	

	1.
	TPS 1 Kelurahan Pandu
	8
	5
	(-) 3



[bookmark: _GoBack] 	Bahwa jika tidak terjadi kesalahan-kesalahan di atas maka perolehan suara Partai Unggul seharusnya sebanyak 1.640 suara, sedangkan PAN sebanyak 1.642 suara. Sehingga, PAN yang berhak mendapatkan kursi ke-2 di Dapil Sulawesi Utara 1 untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. 
	Sehubungan dengan kesalahan penetapan rekapitulasi hasil Pemilu oleh KPU di Dapil tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN yang saat ini dipimpin oleh Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum dan Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno selaku Sekretaris Jenderal DPP PAN memutuskan untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Uumum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi. 
	Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/DPP/PAN/3/2024 bertanggal 20 Maret 2024, DPP PAN yang beralamat di jalan Amil Buncit Raya Nomor 7, RW.5, Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal menunjuk saudara/i sebagai kuasa hukum untuk mewakili kepentingan PAN di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, saudara/i terlebih dahulu akan menyusun permohonan PHPU berdasarkan Lampiran I.1 PMK 2/2023. Adapun untuk domisili hukum saudara/i sebagai kuasa hukum di Jalan Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
	Selamat mengerjakan!!!
